
 
 

 

 
 

 

  PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SRAGEN 
NOMOR 12 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 
REVISI PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN  

TAHUN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SRAGEN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sragen serta Peraturan Daerah Kabupaten 

Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Sragen Tahun 2016-2021, maka perlu melakukan revisi 

Peraturan Bupati Sragen Nomor 57 Tahun 2016 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen 

Tahun 2017; 

  b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati  tentang 

Revisi Peraturan Bupati Sragen Nomor 57 Tahun 2016 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sragen Tahun 2017; 

 

Mengingat : 1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 



Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 5234); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 4817); 



  9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

25, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 5658); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sragen Tahun 2005 Nomor 09 Seri E Nomor 05, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 

05 Seri E Nomor 04); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 5); 

 



  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 

2011 Nomor 6); 

                     15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 3); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 

5). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVISI PERATURAN BUPATI 

SRAGEN NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah dokumen yang memuat anggaran 

pendapatan dan anggaran belanja serta pembiayaan tahunan 

daerah kabupaten atau provinsi. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 

disingkat APBN adalah dokumen yang memuat anggaran 

pendapatan dan anggaran belanja serta pembiayaan tahunan 

nasional. 



4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

5. Revisi RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2017 adalah dokumen 

Peraturan Bupati Sragen Nomor 57 Tahun 2017 tentang RKPD 

Kabupaten Sragen Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 

2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 

2016.   

 

 

BAB II 

REVISI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) Revisi RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2017 adalah revisi 

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 

1 (satu) tahun yaitu tahun 2017. 

(2) Revisi RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dijabarkan ke dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal 3 

 Revisi RKPD Tahun 2017 merupakan: 

(1) Pedoman operasional bagi perangkat daerah kabupaten 

dalam menyusun rencana kerja tahun 2017; 

(2) Revisi RKPD memuat arah kebijakan program dan rencana 

kegiatan prioritas sebagai pedoman penyusunan Kebijakan 

Umum APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017, 

serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2017. 

 

Pasal 4 

 Pelaksanaan lebih lanjut dari Revisi RKPD Kabupaten Sragen 

Tahun 2017 dituangkan dalam APBD Kabupaten Sragen 

Tahun Anggaran 2017 dan diusulkan dalam APBD Provinsi 

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 serta APBN  Tahun 

Anggaran 2017. 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

Pasal 5 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. 

 

 
Ditetapkan di Sragen 

pada tanggal  2 Pebruari 2017 

 

BUPATI SRAGEN, 
 

 

 
 

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 

 
Diundangkan di Sragen 

pada tanggal 2 Pebruari 2017 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, 

 

 

 
 

TATAG PRABAWANTO B. 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 12 


